SALINAN |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang

. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota;

. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabatan Administrasi di
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi
Pemilihan  Umum/ Komisi Independen = Pemilihan

Kabupaten/ Kota;
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Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang
Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu

Raya;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6832);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara
Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 189);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan
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Menetapkan

KESATU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

+ 17¢ Tq1 111 i T 12ED Tala
utusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun
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2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA.

Menetapkan struktur organisasi pada nama jabatan pejabat

administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
' BU] ~: TEN KUBU RAYA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu
Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 173 Tahun
2023 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu
Raya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu
Raya Nomor 475 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak
erlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA.

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

PEMBINA PPID

Komisioner KPU Kabupaten Kubu Raya

1. Kasiono

(Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya)

2. Syaiful Maulana

(Anggota KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih,

Parmas & SDM);

3. Qomaruzzaman

(Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi);

TIM PERTIMBANGAN
LAYANAN INFORMASI

1. Syaiful Maulana
(Anggota KPU Divisi Sosialisasi

) SDM);
4. Ahmad Fauzi 2. Fitri
(Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu); (Sekretaris KPU Kabupaten
5. Zubairi Kubu Raya);
(Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan). 3. Rajemi

(Kasubbag TPP dan HupMas);

4. Septy Gusmana
(Kasubbag Perencanaan, Data
dan Informasi);

ATASAN PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya

Fitri

5. Ratno Purwanto
(Kasubbag Hukum dan SDM);
6. Maya Uliarta
(Kasubbag Keuangan, Umum
dan Logistik).

!

PPID
Kasubbag Hukum & SDM
KPU Kabupaten Kubu Raya

Ratno Purwanto

\4

1.
2.

PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI

Staf Pelaksana Sub Bagian SDM dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat

Hidayatullah
Agustina

Keterangan :

—— : garis lurus adalah garis perintah
< - — —» : garis putus-putus adalah garis koordinasi

1.
2.

Pendidikan Pemilih, Parmas &

PPID PELAKSANA

1. Hidayatullah

2. Agustina

3. Anita Rahman Nadeak
4. Sulidianto
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya KASIONO
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

}i/asﬁg_bagliukum dan SDM

74
/7 5
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

NAMA-NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

JABATAN JABATAN
NoO. NAMA DALAM DINAS DALAM PPID
1. | KASIONO Ketua KPU Pembina PPID
2. | QOMARUZZAMAN Anggota KPU Pembina PPID
Pembina PPID/ Tim
3. | SYAIFUL MAULANA Anggota KPU Pertimbangan Layanan
Informasi
4. | AHMAD FAUZI Anggota KPU Pembina PPID
S. | ZUBAIRI Anggota KPU Pembina PPID
6. | FITRI Sekretaris KPU Atasan PPID
PPID/ Tim
10. | RATNO PURWANTO Kasubbag Hukum & SDM | Pertimbangan Layanan
Informasi
11. | RAJEMI Kasubbag TPPP & HupMas | 1 Pertimbangan
Layanan Informasi
Kasubbag Keuangan, Tim Pertimbangan
12. | MAYA ULIARTA Umum & Logistik Layanan Informasi
13. | SEPTY GUSMANA Kasubbag Perencanaap, Tim Pertlmbangan.
Program & Informasi Layanan Informasi
14. | HIDAYATULLAH Staf Sub Bagian SDM & PPID Pelaksana
HupMas
Staf Sub Bagian PPID Pelaksana/
15. | ANITA RAHMAN NADEAK Perencanaan, Data & Petugas pelayanan
Informasi Informasi

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya



JABATAN JABATAN
o o DALAM DINAS DALAM PPID
16. AGUSTINA Staf Sub Bagian SDM & PRID Pelaksana
HupMas
Staf Sub Bagian
17. | SULIDIANTO Perencanaan, Data & PPID Pelaksana
Informasi
19. | HIDAYATULLAH Staf Sub Bagian SDM & Petugas Pelay:anan
HupMas Informasi
20. | AGUSTINA Staf Sub Bagian SDM & Petugas Pelaygnan
HupMas Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya KASIONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
“ _KABUPATEN KUBU RAYA
/- Kasubbag Hukum dan SDM

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan memgevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU
Kabupaten Kubu Raya;

2. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kubu
Raya.

B. Atasan PPID mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana di KPU Kabupaten Kubu Raya;

2. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di
lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;

3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;

4, Mewakili dan/atau menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Kubu
Raya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di
Pengadilan;

5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

6. Menetapkan strategi dan metode serta melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi.

C. Tim Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, daftar informasi publik dan
informasi yang dikecualikan;

2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.

D. PPID mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;

2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya
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. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;

. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi

publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di KPU
Kabupaten Kubu Raya;

5. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

6. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dipublikasikan;

. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan

dikecualikan;

. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi

publik;

. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses

oleh publik;

Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;

Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara verkala dan/atau
sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik
atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik
yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan
secara tertulis apabila informasi publik yang dmohon termasuk informasi
yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk
membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar
informasi publik;

Menetapkan strategi dan metode serta melakukan pembinaan, pengawasan,
evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang

dilakukan oleh PPID Pelaksana, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

E. PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

1.
2.

Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah
ditetapkan PPID;

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya
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3. Mengonsolidasikan proses peyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
pelayanan informasi publik;

4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi
di KPU Kabupaten Kubu Raya;

5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar
informasi publik;

7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah
diakses oleh publik;

8. Meminta dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi KPU
Kabupaten Kubu Raya;

9. Meminta Klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi KPU Kabupaten
Kubu Raya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

10. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen
untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas
informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan
tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan
informasi publik ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;

2. Menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan
pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;

3. Membuat pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik

dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,
) _ ) ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KASIONO

3=l
/S Kasubbag Hukum dan SDM

<’ /
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PURWANTO
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